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BUPATI LEBONG 
PROVll'ISI BENGKULU 

PERATURAN BUPATI LEBONG 
NOMOR 5() TAHUN 2015 

TENTANG 

TATACARA PEMBERlAN REWARD DAN PUNISHMENT BAGJ CAMAT, KEPALA 
DESADANLURAHPEMUNGUTPAJAKBOMIDANBANGUNANSEKTOR 

PERDESAAN DAN PERKOTAAN ( PBB•P2) 

BUPATILEBONG 

Menimbang : a. bahwa unluk melaksanakan Peraturan Bupati Lebong 

Mengingat 

Nomor 08 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas 
Peraturao Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 28 
Tahun 2013 Tentang Pentunjuk Pclaksana PemunguL 
Pajak Bu mi Bangunan Pedesaan Pcrkotaan ( PBB-P2); • 

b. bahwa untuk mcningkatkan Kincrja Carna, dan Kcpala 
Desa dalam Pclaksanaan Pengelolaan Pajak Bumi 
Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) perlu 
diberikan Reward dao Punishment, serta meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Lebong; 

c. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

I. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lcmbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang No-mor L9 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran 
Negara Repubtik lndonesia Tahun l 997 Nomor 42, 
Tambahan Lemba ran Negara Republik Indonesia Nomor 
3686), sebagaimana telah diu bah dengan Undang­
Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak Dcngan Surat Paksa 



• 

Rrpublik Indonesia Tahun 2000 
120, Tambaha n Lcmbaran Negara Republil< 

axsm Nomor 3987); 

Undang-Undang Nomor 39 Tabun 2003 tentang 
Pl,mbcntukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Pi'Ovinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan 
Lembar.ui Negara Republik Indonesia Nomor 4349); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemeri ntah Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambaha.n 
Lembaran Negara Republik Indonesia NomOt' 5049); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Re pu blik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana lelah d iubah bebcrapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
tahun 20 14 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679) ; 

7. Peraruran Pe merintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengolahan Keuangan Daerab (Lembar.in Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l40, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8 . Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 01 Tabun 
2008 tentang Pe~bentukan Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor l 
Tahun 20l2 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Lebong Nomor 01 Tahun 2008 tentang 
Pembentukan Organisasi Perangkat Daera.h Kabupaten 

Lebong; 



• 

Menetapkan 

ii:aoo;,o,u:o ~ bong Nomor 05 Tahun 
.-ubllhlmnya f"ecraruran Daerah No. 8 Tahun 

-ang Pajak Oaerah; 

10. Peraruran Bupati Lebong Nomor 28 Tahun 2013 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdes.aan dan Perkotaan. 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMBERIAN 
REWARD DAN PUNISHMENT BAGI CAMAT, KEPALA 
OESA DAN LURAH PEMUNGUT PAJAK BUMI DAN 
BANGUl'fAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN 
I PBB-P2) 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PASALI 

Dalam P·eraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati da.n Pera.ngkat Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

3. Bupati adalah Bupati Lebong. 

4. Di.nas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah 
selanjutnya disingkat DPPKAD adalah perangkat pemerintah daerah yang 
me.ngelolah pendapatan, keuangan da.r, aset daerah. 

5. Pajak Daerah yang selanju t.nya disebut pajak, adalah kontribusi wajib 
kepada Daerah yang tcrutang oleh pribadi atau Badan yang bersifat 
memaksa berdasarkan Undang-Undru,g, dengan tidak mendapatkan 
imbalan s.eeara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi 
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

6. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan adalah pajak atas 
Bumi dan / a!au Bangunan yang d imiliki, dikua sai, dan / atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang di 
gunakan untuk kegiatan usaha perkebu nan , perhutanan dan 
pertambru,gan. 

7. Bwmi ada)ah Permukuaan bumi yang meLiputi tanah dan pera.iran 
pedalaman serta Jaut wilayah kabupaten. 



• 

• 

ana.11 ;c..-n,;. :yaag dnanam atau dilekatkan scca.xa 
atau perarran pedalaman dan/ acau !au<. 

N.lai J:..al Objc:k Pajak yang selanjutnya disiugkat NJOP, adalah harga 
,a.i:a-nua yang cliperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secarn 
"'"Jar,dan bila mana tidak terdapat 'transaksi jual beli, NJOP ditentuka.n 
melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai 
perolehan baru, a tau NJOP pcngganti. 

10. Subjek Pajak adalah orang pribadi acau Badan yang dapat dikenakan 
Pajak. 

11. Waj ib Pajak a dalab orang pribacli atau Badan, meliputi pembayaran 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan Pcnmdang 
Undangan perpajakan Oaerah. 

12. Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya I (satu) tahun kelender . 

13. Pajak yang terutang adalah pajak yang han1s dibayar pada suatu saat, 
dalam masa pajak, dalam tahun paj ak, atau bagian Tahun Pajak sesuai 
dengan ketentuan peraturan perUndangan-Undangan pcrpajakan daerah. 

14. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutoya disingkat SPOP, 
adalah surat yang digunakan oleh Waj ib Pajak untuk melaporkann data 
subJek dan objek Bumi dan Bangtman pedcsaan dan perkotaan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan perpajakan daerah. 

15. SuraL Pemberilahuan Pajak Terutan.g, yang selanjutnya disingkat SPPT, 
adalah surat yang cligunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak 
Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang terut.ang pada wajib 
pajak. 

l 6. Surat Kecetapan Pajak Daeral,, yang selanjutnya disngkat SKPD adalah 
surat ketetapan pajak yang menetukan besarnya jumlah pokok pajak 
yang terutang. 

17. Surat Tanda Tcrima Sctoran, yang selanj utnya disingkat SITS adala h 
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan 
m.e nggunakan fonnulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas 
umum dacrah melahti tern pal pcm bayaran yang ditunjuk oleh Kepala 
Daerah. 

18. Surat Keletapan Pajak Oaerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingk:at 
SKPOLB, adaJah sural ketetapan paja.k yang menetukan j umlah 
kelcbihan pembayaran pajak karena ju.mlah kredit pnjak lebih besar dari 
pada pajak dan/ atau denda. 



a.smg,uu S'I'PD, adalah 
atau sanksi administrasi 

Sar:a1 upurusan Pembenrulan adalah surat keputusan yang 
nrrnrrnni,iatn i.tt:salaban tu.lis, kesalahan hitung. dan/ atau kekeliruan 
oa1aro pcnaapan ketei!tuM tertet\tu dalam peraturan perUndang-
1, rxlangan perpajakan daerah yang Lerdapat daJam surat pemberitahuan 
Pajak Tcrutang. Surat Ketetapao Pajak Oaerah, Surat Ketetapan Pajak 
Dacrah Kurang Bayar, Surat Keteta.pan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Taunbahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketctapan Pajak 
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Kcputusan 
Pembentulan atau Surat Keputusan Kebcratan. 

21. Surat Keputusan Kebcratan adalah surat kcputusan atas keberatan 
terhadap surat Pemberitahuan Pajak Tcrutang, Surat Ketetapan Pajak 
Oaerah, Surat Ketetapan Pajak Daclr'..tb Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

• Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 
pemotongan atau pemungutan oleh pih.ak ketiga yang diajukan oleh 
Wajib Pajak. 

22. Banding adalah 1,paya hukl,m yang dilakukan o1eh Wajib Pajak atau 
penaggung pajak terhadap suatu keputusan yang didapat diajukan 
banding berdasarka peraturan pcrU.ndang-undangan perpajakan yan g 
berlaku. 

23. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding 
ter hadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

24. Pemungutan adalah suatu rangkaian mulai dari perhimpunan data objek 
dan subjek, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegia tan 
penagiha n pajak kepada Wajib Pajak serla pengawasan penyetoran. 

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif da.n 
profesional berdasarkan suatu s t&odar pemeriksaan untuk mcnguji 
kepatuhan pemeouhan perpajakan daerah dan/ atau untuk tujuan lam 
dalarn rangka me1aksanakan ketentuao peraturan perUndang-Undangan 
perpajakan daerah. 

26. Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan dacrah adalah 
serangkaian tindakan yang d ilakukan oleh penyidik untuk mencari serta 
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak 
pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta menetukan 
tersangkanya. 

27. Kas umu m daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang 
clitentukan oleh Kepala Oaerah Untuk menampung scluruh penerimaan 
daerah dan digunakan unruk membayar seluruh pengcluaran daerah. 



28. Reward adaJah pemberian penghargaan bagi pemungut Pajak Bumi dan 
Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan ( PBB-P2) di perdesaan dan 
perkotaan dapat berupa hadiah berwt\jud dan tidak berwujud atas 
apresiasi capaian realisasi target Pajak Bumi dan Bangunan sektor 
Perdcsaan dan Perkotaan ( PBB-P2) meocapai 100%. 

29. PunishmenL adalah Pemberian hukuma.n atas rendahnya capaian dari 
target Pajak Bumi dan Ba.ngu.nan sektor Perdesaan dan Perkot.aan ( PBB­
P2) yang ditetapkan sebelumnya berupa apresiasi secara la.ngsung tidak 
langsung. 

BABU 
MAKSUD DAN TU.JUAN PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT 

PASAL2 

(1) Maksud diberikannya Reward bagi pemungut PBB-P2 adalab untu.k 
e memberikan apresiasi da.n pcnghargaan bago Camat, Lu.rah dan Kepafa 

Desa selaku penanggungjawab pem ungut PBB-P2 di «~!ayah ma s ing• 
m0r.sil1g. 

(2) Hukuman kepada pemungut PBB-P2 dapat dilakukan secara langsung 
mau pun tidak langsung sesuai Peramran Perw1dang•undangan. 

(3) Tujuan pemberia.n reward bagi pcmungut adalah untuk meningkatkan 
penerimaan Pajak Asli Daerah (PAD) dari Objek Pajak PBB-P2. 

(4) Tujuan pemberian punishment uotuk memotivasi Kepala Desa/ Lurah 
dan Camat agar berlomba-lomba melaksanakan pemunguta.n PBB-P2. 

BAB III 
BENTUK DAN PENERIMA REWARD 

PASAL3 

Pemberian Reward atau penghargaaan dapat diberiknn secara langsung dalam 
bentuk : 

( l I Reward berupa uang tunai ( Uang pembinaan, uang transport, insentif 
dan bentuk lain) 

{2) Reward bcrupa ha.rang ( Hadiah undian, tropi, plakat, dan bentuk ltrinnytt) 
(3) Reward berupa pemberian penghargaan ( kenaikkan pangkat istimewa, 

ser tifikat penghargaan , penempatan tugas dan bentuk lainnya) . 
(41 Reward berupa fasilitas lainnya ( tuor travel/ pcrjalan wisata/ study 

banding, da.n bentuk lainnya). 



Pual4 

Penerima Reward adalah Petugas Pemungut PBB-P2 di tingkat Oesa / Kelurahan 

dan Kecamatan 

BAB IV 
SOMBER ALOKASI DANA PEMBERIAN REWARD 

PasalS 

(1) Berasal dari dana APBD kabupaten Lcbong. 
(2) Sumbangan pihak ketiga atau s umbangan lain yang tidak mengikat. 

BABV 
BOBOT NILAJ PEMBERIA!f REWARD 

Pasal 6 

• 11) Pernberian reward dilaksanakan berdasarkan prestasi kerja pemuoguL 
PBB-P2 berdasarkan azas adil yang hitung melalui bobot nilai sebagai 
berikut : 

NO VARIABEL JENISDATA BOBOT 
1. Waktu Pembayaran Slip Setor Bank JO 

Bengku]u 

2. Pelunasan Capaian Pcrsentase 25 

3. !Besaran Nilai Jumlah Objek Pajak dan 15 
Jumlah Target ( Rp) 

4, Hutang Tahun SISMJOP 10 
:sebelumnya 

5. Par tisipasi dan 1. Keaktifan Carnal I 15 

keaktifan Camat I Kades 
l<ades 2. Partisipasi Camat I 20 

Kades 

JUMLAH 100 

(2) Rumus pcrhitungan besarnya masing-masing variabel dala,n pemberian 
reward untuk setiap kecamatan dan desa/ kelurahan ditetapkan sebagai 
berikut: 

a. Rumus variabel waktu : 

Waktu Pembayaran Variabel Waktu "' ____ ...,:; __ x 10 
Jumlah Waktu 

Pemberian nilai pada variabel waktu dipetakan berdasarkan bulan 
pembayaran dengan nilai sebagai berikut: 



• 

- Bulan Mei • 20 
Bulan Juni • 18 

- Bulan Juli • 16 
Bulan Agustus • 14 
Bulan September = 12 
Bulan Oktober = I 0 
BlllMl Novem~r = 8 

b. Rumus Variabel Pelunasan 

Prosentase Pettcapata,t 
V ariabel Pelunasan = 

100 
x 25 

c. Rumus variabel besaran nilai 

Besaran Nilai 
Nilai = -~---- X 15 

Total Realisast 

d. Rumus variabel Hutang : 

(Target 2012 s . d 2014 - Hutany 2012 s .d 2014) 
Variabel Hutang = r 

20 2 
d 

20 4 x 10 arg et 1 s. 1 

e . .Rumus variabel Partisipasi dan keaktifan Camat, Lurah dan Ka.des 

Jumlah Koordinasi ke PRB 
.Keaktif<mCamat,luralidan ataa Kades = J 1 h 

8 1 x 15 um a u an 

Nilai Parcisipasi lapangan 
Partisipasl Camac/Lurah/d.(ln aca.u Kades = 

8 
b ., 1 l l x 20 

o ot f",ax ma apangan 

BAB'VI 
PUNISHMENT 

Pasal 7 

Pemberian Punishment dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung 
berupa pemotongan anggaran SKPD maupun anggaran alokasi dana Desa (ADD) 
·scsuai Peraturan Bupati Nomor 07 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan Alokasi Dana Dcsa (ADD), 



• 

• 

BAB Vil 
KETENUAN PENUTUP 

Paaal8 

Hal•hq,[ yru1g, betum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 
mengenai tekrns pelaksanaanya, akru1 diarur kemudlan dengan peraturan 
tersendiri. 

Pasa.19 

Peraturru, Bupati ini mulai berla.ku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraruran 
Bupati. ini dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong. 

Ditetapkan di Tubei 
pad a tanggaJ ?>o q/,./cb<, 20 I 5 

/y PEJABAT B AT! LEBONG' 

f~ 
1- H. KHALID GVSTIN 

Diundangkan di Tubei 
pada tanggal, 2015 
SEKRETARIS D KABUPATEN LEBONG 

MIRWAB EFFENDI 

BERITA OAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR ..... . 
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